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. Menimbang

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010

Mengingat

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

: a. bahwa untuk memperkuat sistem kelembagaan Partai Politik

melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan
Partai Politik, serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka terhadap
ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik Kabupaten Tulungagung;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587,) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang

11.

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun
2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2010 Nomor 3 Seri Ej;



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 03 Seri E), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah; sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang diberikan secara porposional kepada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan
suara.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat
KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten
Tulungagung.

Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten adalah
Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan



berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau
sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Cabang Partai Politik.

6. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK,
adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa
pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuagan Negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten
Tulungagung.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh
Pemerintah Daerah dan ditetapkan setiap tahunnya dalam
APBD.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan secara proporsional yang penghitungannya
berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.

(4) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sebesar Rp. 1.818,00 (seribu delapan ratus delapan
belas rupiah) per suara sah.

(5) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri
Dalam Negeri.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan
untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai
Politik dan masyarakat. '

(2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan
kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional
sekretariat Partai Politik.

(3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) antara lain berupa:

seminar;

lokakarya,;

dialog interaktif;

sarasehan;

workshop; dan

kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan
tugas dan fungsi partai politik.

oo TR

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk:

a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;

b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara; dan

c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan
membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara
persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkaitan dengan:
a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan
bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal
Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga
Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya
politik; dan

c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan
berkelanjutan.

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan
kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya
politik sesuai dengan Pancasila.

(4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembayaran honorarium;

b. pembayaran transport kegiatan;

c. akomodasi dan konsumsi; dan

d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana



(2)

(3)

(4)

(5)

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkaitan dengan:

a. administrasi umum;

b. berlangganan daya dan jasa;

c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan peralatan kantor.

Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan

dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a antara lain:

a. keperluan alat tulis kantor;

b. rapat internal sekretariat;

c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi partai politik;

d. transport untuk mendukung Kkegiatan operasional
sekretariat;

e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa
furniture, computer, mesin fotocopy;

f. sewa kantor; dan

g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang
berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.

Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan

dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b yaitu:

a. telepon, internet, dan listrik;

b. air minum sekretariat;

c. jasa pos dan giro;

d. surat menyurat; dan

e. media cetak dan elektronik.

Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan

dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c yaitu:

a. penyimpanan data elektronik; dan/atau

b. penyimpanan data manual.

Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan

dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:

a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 11

Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas
waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi
administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan
APBD pada tahun  berkenaan  sampai laporan
pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.



(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran
berikutnya.

(3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Nopember 2019
BUPATI TULUNGAGUNG, ﬁ‘

fascs Ty

/ MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung

Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 9 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 344 —
15/2019



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PENJELASAN UMUM

Partai Politik merupakan suatu hal yang penting di dalam sistem
pemerintahan yang demokratis. Kehadiran Partai Politik di tengah tengah
masyarakat berfungsi menyerap, merumuskan dan menyalurkan kepentingan
masyarakat. Partai Politik juga sebagai wadah masyarakat untuk berserikat,
berkumpul dan berpendapat adalah sebagai salah satu indikator suatu negara
yang demokratis. Dalam kehidupan politik suatu negara, Partai Politik yang akan
memberikan masyarakat berperan di dalam pemilihan umum secara langsung,
umum, bebas, rahasia.

Proses Politik demokrasi akan sulit terlaksana tanpa adanya sumber
keuangan. Tanpa dana yang memadai Partai Politik tidak akan bisa
mengorganisasi dirinya, para politikus tidak mampu berkomunikasi dengan
publik dan tentunya kampanye pemilu sulit untuk dilaksanakan. Berarti Partai
Politik membutuhkan dana yang besar dalam menjalankan fungsinya, baik
sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah ataupun sebagai peserta
pemilu.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2018 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik, aturan ini merupakan perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dengan kenaikan bantuan keuangan
kepada Partai Politik dikandung maksud agar Partai Politik bisa lebih mandiri
dan berdaya dalam melaksanakan pendidikan politik dalam partainya. Dibarengi
dengan aturan: "Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas
waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dikenai sanksi
administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun
anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK,"
demikian bunyi Pasal 16 Ayat (1).

Dengan demikian maka Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun
2010 perlu menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan regulasi tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.



Angka 3
Pasal 5
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 6
Angka 5
Pasal 11

Pasal II
Cukup jelas.




